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KAT/A PENGANTAR

Di akhir tahun 1989 ini, kembali Pusat . Studi
Hukum Fakultas Hukum UNPAR Menerbitkan serial
"Tinjauan dan Gagasan', Tetapi, +tidak seperti
biasanya, kali ini diterbitkan secara bersamaan
2 buah seri yang.satu dengan yang laimnya saling
berhubungan erate Kedua seri tersehut merupakan
hasil dari suatu penelitian yang cukup "nj _ime}™
atau, "complicated”, ,dari DBpe. B. Koerniathanto,
SeHey MeHe Ternyata, hasil penelitian tersebut
memang tidak sia~gias Sebab walau bagaimana pun
studi ilmu, hukum tidak dapat mengabaikan aspek
sejarahnya, baik itu sejarah hukumnya  ataupun
se jatah dalam arti yang umum, iAgar para mahasig-
wa Fakultas Hulkum UNPAR yang tengah duduk di
berbagal semester dapat mengetahui dan memahami
aspek sejarah dari perkembangan hukum, peradilan
dan pemerintahan kita dewasa ini, maka Pusat
Studi Hukum dengan senang hati menerbitkan seri
nomor Y3 tahun 1989 dari gerial "Tinjauan dan
Gagasan™ dengan judul "Struktur Peradilan Pada
Masa Hindia Delanda" ini,.
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 PENDAHULUAN

1e Permasalszhan
R e

Untuk memahami hukum pogitif kita sekarang ini
kiranya merupakan suatu syarat bagi kita untuk
mengerti struktur Peradilan (Rechtspraak) Hindia

Belanda (Nederlandsch-Indie)e Hal ini mengingat

bhahws struktur peradilan kita dewasa ini banyak

‘bertumpu pade struktur Peradilan Hindia Delanda.

Setidak-tid knya secara historis amat berpengaruh.
Bagaimanapun juga Sejarah Hukum di Indonesia ¥etap
mnrupzkan sesuatu yang pokok guna memahaml Tata

| Hukum Indon951a itu sendiri. Namun demik1an struke

tur “eraullan Hindja Belanda itu sudah mulai Ru-
rang dppahami lagi, khususnya di kalangan generasi
muadae. Dalam rangka itulah tulisan ini dibuat.

Namun demikian sebagai: pengantar unjuk memahami

gtruktur Peradilan Hindia Delanda itu, ocukup kira-
nya jikn kita membatasi diri pada kondisi 1942.
Mengingat bshwa tahun 1942 merupakan tahun terak-

hir keku%saan Belanda di Indonesia, sebelum Jepang

. masuk ke Indonesiae.



2+ Pembagian Wilaysh Hindia Delanda

Ada  beberapa model pembagian wilaya ~-di'Hindia
DBelonda. Nomun demikian kiranya ada dua model
pembagian wilayah yang relevan dengan masalah
s%ruktur Peradilan Hindia Delanda. Model yang
pertama adalah pembagian menjadi Deerah Langsung

(Direct of Rechtsrecks bestuurd Gebied) dan Dae-

rah T1'ak Langsung (Indirect Degtuurd Gebied),

‘Daerah Langsung ~daleh wilayah yang diperintah
‘ oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sedangk-.n Daerah
Tidak Langsung adalah wilayﬁh yang pada prinsipnya

mempunyd& pemerintahan sendiri (zelfbestuur ateu
| swapraja) yang bersifat tradisidnal (asli), namun
mengakui kedaulatan Delanda atas mercks.

Model pembagian wilayah yang kedus adalsh pembagi-
. an Jq@a—Madura di satu pihak dengan Wilayah Sebe-
rang (Buitengewesten) di lain pihak. Baik di Jawa

=Madurs maupun di Wilayah Seberang terdapat paersh
Langsung mzupun Daergh Tidak Langsung,

Menurut Logemann (1947) Pemerintehan Hindia Belan—

da (Indische Reggrigg) ditopang oleh pilar kekus -

saane Ketiga pilar itu adalah:

LN D L




] L o 3
ae Pilar Administratic,
be Pilar Zelfstandige Gemeenschappen,
Ce Pilar Justitie
it A )

Lebih lanjut, pilar Justitie (kekunsaan kchakiman)

ditopang pula oleh empat buah Rechtspraak (badan
peradilan), yaitus: -

i

Le Gouwvernementsrechtspraak (Peradilan Guhericmen),

yang meliputi seluruh Hindia Belands

Be Inheecmsche Rechtspraak (Peradilan Ldat atau

Peradilan Pribumi), yang hanya ada di Daerah

Langsung Wilayah Seber:ng ’

Co Zelfbestuursrechtspraak (Peradilan Swapraja),

yong terdapgt di Daerah Tidak Langsung, kecuali
Pakoe fAlaman dan Pontianak

‘

De Dorpsrechtsprask (Peradilan Desa), dengan ,

catatan bahwa di samping yang berdiri sendiri,
ada pula yang merupakan bagian dari Peradilan
Gubernemen, atau Peradilan Adat, atau Peradil-

an Swapraja

Sementars itu ada sejenis kamer, yaitu Godgdiens-

tige gechtspreak (Peradilan Agama), yang merupa—
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kon bogign dari Peradilan Gubernemen, ataun Peradi-
1an Ldat, atau Peradilan Swepraja atau bahkan ba—

gian dari Peradilan Desa.

3, Peristilahan

Seholnm kita melanjutkan pemb-hasan, perlu kiranya
dikonuknakan pengertian dari scjumlah istilah tek -~
nik yang dipergunakan di sini. Istilah-istilah
tersebut adalah:

e Justgtie adal-h kekuasaan kehakiman atau kekua=
saan peradilan, yang merupakan salah satu keku—
agaan hegara

be Rechtspragk adalah badan kehwklman ataun badan
pefadilan, yang memegong  kekuasaan kehakiman
sérta menyelenggarakan pemekiksaan dan pemutus-—
an perkara (tindak mengadili)

Ce =rzad adalah badan pengn.d_llﬂn yang merupakan
mejelis hakim

de =gergcht pada prinsipnya adalah badan pengndil-
an yang merupakan hakim tung: al

- Fechtbank adalsh badan pengndilan tempat tindak

" menge GENES d1seleng garakan.



do Sistematika Uraian

.
Berdaparkon ur~i-n di atas, maka tulisan ini phdn
prinsipnyr terdiri atas dua bagiane. Bagian yang
pertama nkon memuat uraian mengenai Peradilan
Gubernemen, Sedangkan bagian. yang kedua akan
menguraiken jenis peradilan yans lainnya,

Selanjutnya. kiranya tulisan.ini._iiiakvmémé;lukan
suatu kesimpulan. Hal ini mendinz-t bahwa %tulisan
ini bersifat deskriptif semati-mata. Namun demi-—
kian, scbagai penutup akan diuraikan sccara sing-
kat ikhtisar . mengenai susinsa- Badan-Dadan Pera—

dilan yang ada di Hindia Delanda ini.
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DLGIAW I: BADAN PERADILAN GUIERNEMBN

Badan Peradilan ini merupakan badan peradilan
Hindia Delanda yang méngaﬁifi ‘bé$khra atas nama
Raje/Retu Belanda. DBadan Peradilan ipi serdird

atas dua buah kamer, yaitu:

Ae Burgerlijke Rechtspraak (Peradilan Sipil)
De Militaire Rechtspraak (Peradilan Militer)




